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PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG

DENGAN

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRIY)
PROVINSI LAMPUNG

Nomor: 244 /Un 16/PIPP.00Y/01/2021

Momaor; fbs ,f“
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Pada har ini Senin tanggal (4 bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (04-01-
2021}, bertempat di Bandar Lampung, yang bertanda tangan di bawah ni;

L. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag.

1L Hj. Tina Malinda, 5.50s., M.M.

Rektor Universitas Islam Negen (LITN}
Raden Inmtan Lampung, berkedudukan di
Jalan Letkel H. Endro Suratmin
Sukasrame Kota Bandar Lampung
PFrovinsi Lampung. Dalam hal in
bertindak untuk dan atas nama UIN
Raden Intan Lampung, selanjuinya
disebut sebagal PIHAK PERTAMA.
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Provins: Lampung,
berkedudukan & Jalan Woller
Monginsidi NO.69 Teluk Betung Kota
Bandar Lampung Provinsi Lampung
Dalam hal i bertindak untuk dan atas
nama DPRD  Provinsi Lampung,
selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjuinya secara bersama-sama disebut
PARA PIHAK, bersepakat untuk melakukan kenasama salimg menunjang pelaksanann
tupas tugas UIN Raden Intan Lampung dan DPRD Provinsi Lampung, dengan ketentuan

sebagai berikut:

Pasal 1

MARSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerjasama ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan dan atau memperoleh
manfaat vang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK.

2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengean maksud sebagai rujukan PARA PIHAK dalam
melaksanakan kegiatan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan
Daerah dan hal-hal lain yang disepakat PARA PIHAK.



Pasal 2
RUANG LINGREUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dalam serangkaian kegatan penyusunan MNaskah
Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung,

2, Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dalam serangkaian kegiatan lain yang disepakati
PARA PIHAK.

Pasal 3
PEMBIAYAAMN

Sepala biaya vang tibul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama im menjadi beban dan
tanggung jawab PIHAK KEDUA sebagai PIHAK yang menyclenggarakan kegiatan
sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian
Kerjasama tersendin yang mengatur nncien pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan
kewajiban PARA PIHAK.

2. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA
PTHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal &
JANGEA WARKTU

1. Perjanjian Kerjasama imi berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak
tanggal ditandatangani Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan
kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

2. PARA PIHAK melakukan koordinasi atas perpanjangan Perjanjian Kerjasama im
selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhimya Perjanjian Kerjasama i

3. Dalam hal di antara PARA PTHAK berkeinginan untuk mengakhin Perjanjian
E.erjasama ini sebelum berakhirnva jangka wakiu sehagaimana dimaksud pada ayat (1)
maka wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 3
{tiga) bulan sebelumnya

4. Dalam hal Perjanjian Kerjasama im tidak diperpanjang lagi, sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) atau karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama tidak
mempengarshi hak dan kewajiban masing-masing pihak vang harus diselesaikan
terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhimya Pegamian Kengasama

Pasal 6
EVALUASI

Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kenasama ini akan dilekukan secara bertahap setiap tahun.
Hasil evaluasi tersebut akan digunaken sebagai masukan bagi perencanaan program
selanjutnya.

Pasal 7
LAIN-LAIN

1. Hal lmin-lain yang belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerjasama ini akan
disempurnakan oleh PARA PIHAK sebagni addendum dan merupakan bagian tak
terpisahkan dan naskah Perjanjian Kerasama mi.



2. Sehap perbedaan pendapat vang terjadi dalam pelaksansan naskah Perjanjian
Kerasama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK dengan schaik-baiknya secara
musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8
PENUTUP

Maskah Perjanjian Kerjasama ini dibust dan ditandatangam oleh PARA PIHAK rangkap 2
(dua) dan bermaterai cukup dengan kekuatan hukum vang sama dan masing-masing
dokumen diserahkan kepada PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDLU

Hj. Tina Malinda, S.Sos., M.M.
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